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DEKONSTRUKSI PEMAHAMAN PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS (EKONOMI DAN KEUANGAN) BERASPEK
PIDANAMELALUI PROSEDUR PERDAMAIAN.
Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif

IBNU ARTADI*

ABSTRACT

DECONSTRUCTION
OFDISPUTESETTLEMENTUNDERSTANDINGBUSINESS(ECONOMIC
ANDFINANCIAL), WHICH CONTAINSASPECTS
OFCRIMINALTHROUGHPROCEDURE OF PEACE.

Towardthe Reconciliatory criminal  justiceprocessDispute  settlementbusiness(economicand
financial) containingaspects ofcriminal out of the justice, through theproceduresof peace, is not
interpretedas a compromiseby eliminatinglegal process, but it remainsa majorfocusattentionon
theestablishment ofharmonyamong theoffender, victimandcommunity.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini mencoba mendekonstruksi
pemahaman terhadap proses penyelesaian
sengketa di bidang ekonomi dan keuangan
beraspek pidana, dimana salah satu contoh
kasus yang menonjol terkait dengan hal
tersebut adalah kasus Bank Lippo yang
menimbulkan kontroversi pandangan
dikalangan masyarakat, karena ada dugaan
manipulasi  laporan  pembukuan  yang
berkonotasi tindak pidana manipulasi pasar
atau tindak pidana penipuan menurut UU No 8
tahun 1985 tentang Pasar Modal. Dalam kasus
tersebut telah  terbukti dimana pihak
Bapepam.telah menjatuhkan denda

sebesar Rp. 2,5 milyar kepada Direksi Bank
Lippo.

32 Prof. Dr. Ibnu Artadi, SH.,M.Hum : Guru Besar
Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

Persoalan hukum yang menjadi sumber
kontroversi, apakah tindakan Bapepam®
dengan menjatuhkan sanksi denda tersebut
merupakan keputusan terakhir dan mengikat
(final and binding) dan atau apakah pola
penyelesaian terhadap kasus yang beraspek
pidana tersebut dapat dibenarkan, mengingat
selama ini banyak orang beranggapan, bahwa
hukum pidana adalah

hukum publik, oleh karena itu setiap kasus
beraspek pidana hanya dapat diselesaikan
melalui sistem dalam peradilan pidana (in of
Court System) dan tidak dimungkinkan untuk
dapat diselesaikan diluar sistem peradilan

¥ Di dalam UU Pasar Modal kepada Bapepam
diberikan wewenang sebagai pejabat public dengan
wewenang hukum publik mencakup bidang
administratif dan pidana. Wewenang administratif
berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan,
pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha,

Eembatalan Bersetujuan, Bembatalan Eendaftaran
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pidana (Out of Court System/ Out of Court
Settlement).

Upaya penyelesaian sengketa di luar
sistem peradilan, menurutnya lazim digunakan
dalam  penyelesaian-penyelesaian  terkait
dengan  kasus-kasus  keperdataan, yaitu
merupakan salah satu bentuk penyelesaian
alternatif di luar pengadilan melalui upaya
damai(dading) atau  Alternative  Dispute
Resolution (ADR)™, dengan mempertemukan
antara para pihak yang  bersengketa,
menyelesaikan persoalannya secara
kekeluargaan dan berujung pada perlunya para
pihak yang merugikan mengembalikan atau
memberi ganti rugi atas perbuatannya yang
salah kepada pihak yang dirugikan.

Pola penyelesaian yang demikian sudah
barang tentu tidak dikenal dalam hukum
pidana, mengingat keberadaan hukum pidana
dengan perangkat sanksinya baik berupa
pidana mati, penjara, kurungan atau denda,
dimaksudkan untuk melindungi tidak hanya
kepentingan  pribadi/  korban  semata,
melainkan lebih luas, yaitu demi kepentingan
masyarakat luas (kepentingan umum dan
kepentingan negara).

Dalam hukum perdata pola penyelesaian
yang demikian memang diisyaratkan, karena
tujuan keberadaan hukum perdata untuk
melindungi hak-hak sipil/privat, sedangkan
keberadaan hukum pidana dengan sanksinya,
dimaksudkan untuk tujuan moral and
deterrent effect.

Demikian sekelumit perdebatan yang
acapkali terjadi di masyarakat seputar
terjadinya penyelesaian kasus perkara pidana

3*Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu
proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, di mana
para pihak yang bersengketa dapat membantu atau
dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut
atau melibatkan pihak ke tiga yang netral. Joni
Emerson, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan
Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,
hal. 38.
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diluar sistem peradilan pidana (Out of Court
System) terhadap kasus-kasus konkrit yang
banyak terjadi di masyarakat.

Asumsi dasar yang selalu muncul
kepermukaan perlunya dilakukan penyelesaian
yang demikian, karena dalam kasus tersebut
dinilai  kental  aspek  keperdataannya
dibandingkan aspek kepidanaannya.
Persoalannya kemudian adalah apakah hal ini
secara normatif bisa dibenarkan, bukankah
tindakan tersebut akan memberikan peluang
besar untuk dilakukannya tindakan berupa
keputusan diskresi® bagi penyelesaian perkara
pidana dan dimana letak fungsi hukum pidana
sebagai deterrent effect.

Mencermati polemik seputar realitas
praktik penyelesaian perkara pidana diluar
sistem peradilan pidana nampaknya tidak
berkesudahan, karena masing-masing pihak
memiliki argumentasi dan bertolak dari
paradigma yang berbeda. Oleh karena itu,
diperlukan suatu upaya yang dekonstruktif
untuk merombak pemahaman yang selama ini
terjadi terhadap proses penyelesaian sengketa
perkara pidana, terutama di kalangan
pengambil kebijakan hukum, para teoritisi
hukum, praktisi hukum maupun seluruh
masyarakat bangsa Indonesia.

B. Dinamika Teoritik Model Penyelesaian
Di Luar Peradilan.

Secara teoritik model peradilan pidana
yang selama ini berkembang dalam tatanan
kehidupan sosial kemasyarakatan, dikenal
dalam dua bentuk, yakni model dalam
peradilan pidana (In of Court System) dan
model di luar peradilan pidana (Out of Court
System).

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum
untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan
penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.
Walker. S, The Police in America, Mc.Graw Hill, New
York, 1983, hal. 54.
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Model dalam peradilan pidana (In of
Court  System) dimaksudkan model
penyelesaian yang bertolak dari kaidah-kaidah
normatif, yaitu kaidah yang secara tekstual
normatif telah disepakati untuk dijadikan
pedoman dalam proses penanganan perkara
pidana dan dalam kepustakaan ilmu hukum
dikenal adanya model-model dalam sistem
peradilan pidana, antara lain: Crime Control
Model (CCM), Due Process Model (DPM) dan
Family Model.

Sedangkan model di luar peradilan
pidana (Out of Court System), dimaksudkan
model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah
tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan
atau praktik penegakan hukum, untuk
menyelesaikan persoalan hukum di luar proses
persidangan formal

Membicarakan penyelesaian masalah
hukum di luar proses peradilan formal,
menurut sejarahnya di Indonesia bukan
masalah baru. Sejak jaman Hindu Budha
Sriwijaya dan Majapahit, sudah dikenal sistem
penyelesaian perselisihan perkara secara
damai atau kekeluargaan dengan musyawarah
dan  mufakat  untuk  mengembalikan
kesinambungan  hidup  masyarakat dan
merukunkan kembali para pihak yang saling
berselisih, menurut hukum adat masyarakat
yang bersangkutan.

Pola yang demikian telah berlaku
dipelbagai kelompok masyarakat, disamping
adanya sistem peradilan negara yang berlaku
di pusat-pusat kerajaan.Dasar hukum yang
digunakan untuk menyelesaiakan perselisihan
tersebut adalah adat isitiadat yang tradisional
dan hukum menurut ajaran agama Hindu/
Budha.

Hilman  Hadikusuma
sebagai berikut:*®

mengatakan

**Semasa Kekuasaan Sultan Agung Mataram (1613-
1645) dikenal “lembaga peradilan Stinggil® yang
bersidang di keraton di bawah pimpinan Sultan
dengan menggunagan hukum adat Kejawen (Hindu-
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Di masa Kerajaan Majapahit 1l di Jawa
Tengah sudah berlaku “ peradilan padu”
(padu: temu, pepaduan, pertemuan), yaitu
penyelesaian perselisihan antara dua pihak
yang disaksikan atau ditengahi oleh para tetua
masyarakat adat (desa) dan dilakukan secara
damai dan bersifat kekeluargaan. Jenis
perselisihan yang diselesaikan secara damai
tersebut kebanyakan perkara-perkara kecil dan
lebih banyak bersifat perdata, misalnya
perselisihan masalah tanah, jual beli, utang
piutang, perkawinan, perceraian, pewarisan
dan atau merupakan pencurian ringan,
penipuan, perkelahian, penganiayaan ringan.
Sedangkan perkara pidana yang berat, seperti
pembunuhan, perampokan, pembakaran,
pemberontakan dan lainnya yang menganggu
keamanan negara di masa Mataram diadili di
peradilan Sitimggil atau peradilan Surambi.

Memperhatikan ~ pola  penyelesaian
perselisihan di luar proses peradilan formal
sebagaimana telah dianut masyarakat adat
kita, terdapat perbedaan dengan model dalam
peradilan (In of Court System), sebagai
berikut:

(1) Penyelesaian dalam peradilan atau
penyelesaian secara normatif, dimulai
dengan adanya indikasi telah terjadinya
suatu pelanggaran hukum, yang diketahui,
baik oleh aparat penegak hukum sendiri
maupun hasil dari laporan atau pengaduan
masyarakat. Sedangkan penyelesaian di
luar peradilan, bukan dimulai dengan
adanya  laporan  atau  pengaduan,
melainkan ~ dimulai dengan adanya
permintaan  kesediaan = damai  dan
berunding oleh pihak yang

dikalangan masyarakat dibawah pengawasan Jaksa
dengan menggunakan hukum adat kebiasaan
setempat. Di masa Sultan Agung, peradilan Setinggil
dirubah menjadi peradilan Surambi, yang bersidang
di serambi Masjid Agung dibawah pimpinan para
ulama, dengan menggunakan hukum Islam. Hilman
Hadikusuma, Peradilan Adat Dalam Masyarakat
Yang Sedang Membangun, Bungan Rampai
Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Jakarta,

Jawa) dan “lemba%a Beradilan Eadu” yan% berlaku 1995. hal. 212.
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berkepentingan, kebanyakan dari pihak
yang dirugikan;

(2) Penyelesaian dalam peradilan atau
penyelesaian secara normatif, berpegang
teguh pada hukum acara pidana
(KUHAP), sedangkan peradilan adat di
luar peradilan atau pengadilan negara
(Out of Court System) tidak berpegang
pada aturan-aturan hukum acara tersebut,
melaikan menurut hukum adat atau
kebiasaan  setempat yang  sifatnya
sederhana.

(3) Penyelesaian dalam peradilan sangat
tergantung pada keputusan para hakim di
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
Mahkamah Agung, siapa yang menang
dan kalah, dengan memakan waktu yang
cukup lama, dan biaya tinggi. Disamping
itu setelah keputusan memiliki kekuatan
hukum pasti (in kracht van gewijsde)
tidak menjamin sepenuhnya membuat
para pihak yang berselisih menjadi rukum
kembali dan keseimbangan dalam
kehidupan masyarakat yang bersangkutan
menjadi lebih baik. Hal ini berlainan
dengan penyelesaian diluar peradilan
dengan sistem penyelesaian secara damai
melalui hukum adat, yang sifatnya bukan
bertujuan semata-mata untuk
mendapatkan hukum yang berkeadilan,
melainkan penyelesian yang bijaksana,
sehingga kemungkinan terganggunya
keseimbangan dalam masyarakat menjadi
terminimalisir dan para pihak dapat
berdamai kembali.

(4) Penyelesaian dalam peradilan penekannya
berorientasi pada pemenuhan dan atau
pemulihan hak yang secara individual
memang merupakan haknya sebagaimana
dijamin oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sedangkan
penyelesaian diluar peradilan,
penekanannya lebih pada kesepakatan
para pihak atau dasar saling harga-
menghargai dan timbang rasa, dengan

atau kepentingan umum yang dihayati
bersama, yang diselesaikan dengan
musyawarah dan mufakat, sesuai dengan
nilai-nilai kepatutan dan kelayakan yang
dianut oleh masyarakat yang
bersangkutan.

Dengan memperhatikan hal di atas,
nampak bahwa penyelesaian di luar peradilan
(Out of Court System) memiliki keunggulan
dibandingkan dengan penyelesaian di dalam
peradilan (/n of Court System), dimanasistem
yang berlaku di luar peradilan dengan
menekankan cara penyelesaian secara damai
atas dasar musyawarah mufakat yang
dilaksanakan secara bijaksana, tanpa tekanan
dan  paksaan, lebih berorientasi pada
terpenuhinya rasa keadilan dan kebenaran dan
berujung pada terciptanya kedamaian dalam
masyarakat.

Berpijak pada realitas tersebut, maka
model penyelesaian di luar pengadilan (Out of
Court System) ini bukanlah sesuatu yang baru
dan telah lazim digunakan dalam sistem dan
praktik penegakan hukum di Indonesia,
khususnya terhadap kasus-kasus keperdataan,
dimana para pihak yang berselisih berupaya
untuk melakukan perdamaian (dading).

Bahkan dalam Pasal 130 ayat (1) dan
ayat (3) HIR, mengatur masalah-masalah
perdamaian para pihak di muka pengadilan,
yang antara lain dikatakan bahwa dibolehkan
dilakukan perdamaian antara para pihak yang
bersengketa dan persetujuan perdamaian
tersebut dalam bentuk akta perdamaian dan
berkekuatan hukum tetap sebagaimana
putusan hakim dan bersifat final, karena tidak
boleh ada banding atau kasasi.”’

3Secara filosofis dibuatnya ketentuan yang demikian
merupakan langkah terobosan, dimana penyelesaian
sengketa melalui lembaga peradilan berjalan lambat dan
memakan proses waktu yang lama, sehingga dinilai
merugikan dan menganggu aktivitas bisnis yang
memiliki  mobilitas  tinggi, khususnya terkait
perhitungan untung rugi yang berjalan dalam momen-

memBerhatikan keeentingan bersama, dan momen hitun%an detik, bukan iam, hari dan bulan serta
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